PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

JL. H. Agus Salim No. 1 Telp. (0756) 21313 Fax. (0756] 21414, Painan

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 487/ 3 /Kpts/Sekda-PS/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM DOKUMENTASI], PEMBERITAAN DAN PUBLIKASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan dokumentasi, publikasi dan
promosi daerah pada Bagian Hubungan Masyarakat dan
Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,
dikanal media cetak, elektronik dan siber, serta media
sosial dan media luar ruang, dalam bentuk pariwara,
advertorial dan/atau liputan khusus, sebagai upaya
meningkatkan dokumentasi, publikasi dan promosi
agenda Pemeritah Daerah maka perlu dibentuk tim
dokumentasi, pemberitaan dan publikasi Daerah;

b. bahwa agar lebih efektifnya dokumentasi, publikasi dan
promosi agenda pemerintah daerah dan terpublikasinya
agenda tersebut pada media massa baik cetak, elektronik
siber, media sosial serta media luar rungan, maka perlu
dibentuk tim dokumentasi, publikasi dan promosi
pemerintah daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang
Penetapan Tim Dokumentasi, Publikasi dan Promosi
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Drt Tahun 1956 Nomor 259 Jis
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-
Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
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Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 560 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah | Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor O

Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6

Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2020;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2020;

Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/40
/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran
2020;

Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 900/01/Kpts/Sekda-P5/2020 tentang Penetapan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan
Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020;

Surat Perjanjian Kerja Nomor 489 /01/Humas-Pro/I-
2020;

Surat Perjanjian Kerja Nomor 489 /02/Humas-Pro/1-2020;
Surat Perjanjian Kerja Nomor 489 /03 /Humas-Pro/1-2020;













